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ABSTRACT
This study analyzes the impact of political campaigns and social media on Generation Z's political orientation in the 2024 General Election. The variables include political campaigns (X1), social media (X2), and political orientation (Y). Political campaigns are assessed through political rhetoric, agitation, and propaganda, while social media focuses on filter bubbles and echo chambers. Political orientation is measured across cognitive, affective, and evaluative dimensions. Using a quantitative, descriptive approach, the study finds that political campaigns positively influence all dimensions of political orientation. Political rhetoric enhances cognitive orientation, agitation affects affective orientation, and propaganda strengthens evaluative orientation. Social media also influences political orientation, with filter bubbles narrowing cognitive orientation by limiting diverse information and echo chambers reinforcing affective orientation by amplifying homogeneous views. The combination of political campaigns and social media significantly impacts political orientation. Social media accelerates campaign message dissemination but, through the interaction of filter bubbles and propaganda, may deepen political polarization and weaken critical evaluation. In conclusion, political campaigns and social media play pivotal roles in shaping Generation Z's political orientation.
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PENDAHULUAN
 Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Di Indonesia, Pemilu bukan hanya sekadar proses elektoral, tetapi juga momen penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Dalam konteks ini, peran generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), menjadi sangat strategis. Mereka merupakan kelompok demografi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik nasional. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 2024, sebanyak 46 juta lebih pemilih berasal dari kelompok Gen Z. Besarnya angka ini menunjukkan bahwa suara mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil Pemilu (CNN Indonesia, 2023).
Namun, di tengah harapan tersebut, muncul tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah peran media sosial sebagai sumber utama informasi bagi Gen Z. Dalam beberapa tahun terakhir, platform seperti Instagram, Twitter (kini dikenal sebagai X), TikTok, dan Facebook menjadi saluran utama bagi mereka untuk menerima informasi politik, berdiskusi, hingga berpartisipasi dalam kegiatan politik daring. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara masif dalam waktu singkat, menjadikannya sebagai ruang yang efektif untuk kampanye politik. Akan tetapi, sifat terbuka dan dinamis dari media sosial juga menimbulkan risiko yang cukup serius terkait akurasi informasi yang diterima oleh Gen Z, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), disinformasi, dan manipulasi opini publik (Juditha, 2018). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa selama masa Pemilu 2024, terdapat 3.235 berita hoaks terkait Pemilu, dan 1.971 di antaranya berhasil dihapus (Kompas.com, 2024). Fakta ini menggarisbawahi betapa gentingnya permasalahan disinformasi di era digital.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi orientasi politik generasi muda. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana algoritma media sosial menciptakan fenomena filter bubble dan echo chamber, yang secara tidak langsung membatasi diversitas informasi yang diterima oleh pengguna. Filter bubble adalah hasil dari algoritma yang menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sementara echo chamber memperkuat pandangan tertentu dengan mengeliminasi informasi yang berlawanan (Virani et al., 2021). Hal ini dapat menyebabkan polarisasi opini dan membatasi kemampuan Gen Z untuk memahami isu politik secara objektif.
Generasi Z adalah kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Karakteristik unik mereka mencakup kemampuan tinggi dalam mengadopsi teknologi, kritis terhadap isu-isu sosial, serta memiliki pola pikir yang cenderung instan dalam memproses informasi (Bhakti & Safitri, 2017). Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari perkembangan teknologi, telah menjadi ruang utama bagi Generasi Z untuk berinteraksi, mendapatkan informasi, dan mengekspresikan pandangan politik mereka. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter (sekarang X) bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai medium kampanye politik yang efektif.

Dalam konteks ini, Pemilu 2024 menjadi momen yang sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana media sosial memengaruhi orientasi politik Gen Z. Generasi ini tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat digital, dengan akses luas terhadap teknologi dan informasi. Namun, di sisi lain, mereka juga rentan terhadap pengaruh manipulasi informasi karena tingginya eksposur terhadap konten daring yang sering kali tidak diverifikasi (Tania et al., 2019).
Pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh media sosial terhadap orientasi politik Gen Z tidak hanya penting untuk mengidentifikasi risiko yang ada, tetapi juga untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik mereka, pembuat kebijakan dapat merancang program literasi digital yang efektif untuk mengatasi tantangan seperti disinformasi dan polarisasi (Mubarok, 2018). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi partai politik dan kandidat untuk merancang kampanye yang lebih inklusif dan edukatif, sehingga dapat mengedepankan dialog politik yang konstruktif.
Namun, untuk dapat memahami secara menyeluruh bagaimana media sosial memengaruhi orientasi politik Generasi Z, diperlukan tinjauan mendalam mengenai dinamika komunikasi politik, mekanisme kampanye di era digital, serta karakteristik unik yang dimiliki oleh Generasi Z sebagai bagian dari pemilih aktif dalam Pemilu 2024.
Media sosial memiliki peran ganda dalam komunikasi politik. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi aktor politik untuk menjangkau audiens secara langsung tanpa perantara media tradisional. Melalui media sosial, aktor politik dapat menyampaikan pesan kampanye dengan lebih personal dan terarah. Siagian (2015) menjelaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk menyentuh ranah pribadi khalayak, melampaui batas geografis dan ideologis, sehingga memberikan ruang komunikasi yang lebih luas. Di sisi lain, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik.
Salah satu fenomena penting yang muncul dalam penggunaan media sosial adalah filter bubble dan echo chamber. Filter bubble terjadi ketika algoritma media sosial menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, berdasarkan aktivitas digital mereka seperti riwayat pencarian, “like,” atau komentar. Algoritma ini menciptakan lingkungan informasi yang homogen, di mana pengguna hanya terekspos pada pandangan yang mereka setujui (Geschke, Lorenz, & Holtz, 2019). Hal ini diperkuat oleh fenomena echo chamber, yaitu lingkungan di mana individu hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Dalam lingkungan ini, pandangan yang berbeda cenderung diabaikan atau bahkan disingkirkan, sehingga memperkuat polarisasi opini (Virani et al., 2021).
Dampak dari filter bubble dan echo chamber terhadap Generasi Z tidak dapat diabaikan. Sebagai pengguna aktif media sosial, Generasi Z rentan terhadap dampak negatif dari algoritma ini, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menerima pandangan yang beragam dan melakukan evaluasi kritis terhadap informasi politik. Polarisasi yang dihasilkan dari echo chamber juga dapat memperkuat bias kognitif, sehingga mempersempit ruang diskusi lintas perspektif. Wisnuhardana (2018) mencatat bahwa fenomena ini memungkinkan individu untuk terus memperkuat keyakinan mereka sendiri, bahkan ketika keyakinan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak valid.
Dalam konteks kampanye politik, media sosial menjadi arena strategis bagi aktor politik untuk menyampaikan pesan mereka. Kampanye politik yang dilakukan melalui media sosial menggunakan strategi komunikasi seperti retorika, agitasi, dan propaganda. Nimmo (dalam Alfiyani, 2018) menjelaskan bahwa retorika politik adalah seni persuasi yang digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Sementara itu, agitasi politik sering kali digunakan untuk menciptakan kontradiksi di masyarakat, dengan tujuan menggerakkan massa untuk mendukung agenda politik tertentu. Propaganda politik, meskipun kontroversial, juga menjadi alat yang efektif untuk memengaruhi persepsi publik, dengan menggunakan narasi yang dirancang secara sistematis.
Namun, keberhasilan kampanye politik melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh strategi komunikasi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan audiens dalam memahami dan mengevaluasi pesan politik tersebut. Dalam hal ini, orientasi politik Generasi Z menjadi faktor yang sangat penting. Orientasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Mufidah (2017) dan Priandi & Roisah (2019), terdiri dari tiga komponen utama: orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif mencakup pengetahuan individu tentang politik, orientasi afektif berkaitan dengan respons emosional terhadap isu politik, dan orientasi evaluatif melibatkan penilaian terhadap kebijakan atau aktor politik.
Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, lanskap komunikasi politik telah mengalami perubahan yang signifikan. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter (sekarang X) tidak hanya menjadi ruang untuk menyebarkan informasi, tetapi juga tempat utama bagi Generasi Z untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan bahkan memobilisasi dukungan politik. Dalam konteks Pemilu 2024, media sosial menjadi arena strategis yang dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menyampaikan pesan-pesan mereka secara langsung kepada audiens. Namun, efektivitas media sosial dalam membentuk orientasi politik Generasi Z sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, seperti polarisasi, filter bubble, echo chamber, dan penyebaran hoaks yang masif.
Fenomena ini menarik perhatian para peneliti, tetapi ada beberapa celah (gap research) yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zuniga, Logan, dan Pei (2014), menyoroti hubungan antara ekspresi politik di media sosial dan partisipasi politik offline maupun online, tetapi belum secara spesifik mengeksplorasi bagaimana fenomena filter bubble dan echo chamber memengaruhi kualitas orientasi politik generasi muda. Selain itu, studi oleh Skoric, Zhu, dan Pang (2016) mencatat adanya pengaruh signifikan media sosial terhadap polarisasi politik, tetapi kurang membahas bagaimana faktor ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan politik Generasi Z dalam konteks Pemilu. Penelitian lainnya oleh Razaqa et al. (2022) mengungkap bahwa Generasi Z cenderung terjebak dalam lingkungan informasi yang homogen, tetapi belum ada kajian yang menghubungkan hal ini dengan efek langsung kampanye politik berbasis media sosial terhadap dimensi orientasi politik, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.
Lebih jauh, kajian tentang kampanye politik sering kali berfokus pada efektivitas strategi komunikasi, seperti penggunaan retorika, agitasi, dan propaganda (Alfiyani, 2018), tetapi masih jarang yang membahas bagaimana ketiga strategi ini berinteraksi dengan algoritma media sosial dalam menciptakan dampak yang signifikan terhadap orientasi politik Generasi Z. Dengan kata lain, penelitian-penelitian terdahulu cenderung melihat media sosial dan kampanye politik sebagai variabel yang berdiri sendiri, tanpa menggali lebih dalam bagaimana interaksi antara keduanya dapat memengaruhi preferensi politik dan partisipasi politik generasi muda.
Berangkat dari celah-celah tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa aspek kebaruan (novelty) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaruh kampanye politik dan media sosial secara terpisah, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana interaksi antara keduanya memengaruhi orientasi politik Generasi Z dalam konteks Pemilu 2024. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih holistik, menggabungkan teori komunikasi politik dengan fenomena algoritmik di media sosial, seperti filter bubble dan echo chamber.
Kedua, penelitian ini memperluas pemahaman tentang dimensi orientasi politik (kognitif, afektif, evaluatif) dalam konteks penggunaan media sosial. Dengan mengadopsi kerangka teori yang dikembangkan oleh Mufidah (2017) dan Priandi & Roisah (2019), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana paparan konten politik di media sosial dapat memengaruhi pengetahuan politik (orientasi kognitif), respon emosional terhadap isu politik (orientasi afektif), dan penilaian terhadap kebijakan atau kandidat politik (orientasi evaluatif). Fokus ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana Generasi Z memproses dan merespons informasi politik di era digital.
Ketiga, penelitian ini juga menyoroti dampak spesifik dari fenomena filter bubble dan echo chamber terhadap diversitas informasi yang diterima oleh Generasi Z. Dengan menggunakan konteks Pemilu 2024 sebagai studi kasus, penelitian ini mengevaluasi bagaimana algoritma media sosial memengaruhi keterlibatan politik generasi muda, serta bagaimana polarisasi yang dihasilkan dapat berdampak pada proses demokrasi secara keseluruhan.
Keempat, penelitian ini menawarkan kontribusi praktis yang relevan untuk pengambil kebijakan dan praktisi politik. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi kampanye yang lebih inklusif dan efektif, yang tidak hanya berfokus pada persuasi emosional, tetapi juga pada pendidikan politik yang mendorong keterlibatan kritis dari Generasi Z. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan Generasi Z dalam menyaring informasi politik dan membuat keputusan yang lebih rasional.
Mekanisme pendekatan yang integratif dan multidimensional memberikan peneliti harapan bahwa penelitian agar tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi politik yang sehat. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia di era digital, serta memberikan panduan bagi generasi muda dalam menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan yang kritis dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh kampanye politik melalui media sosial terhadap orientasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dengan menggunakan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner. Menurut Sugiyono (2017: 8), metode ini adalah metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Rancangan penelitian ini juga berbasis studi kasus, yang memungkinkan penggalian fenomena secara mendalam dalam konteks sosial tertentu, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Populasi besar dalam penelitian ini mencakup 46 juta pemilih Generasi Z yang merupakan bagian dari daftar pemilih pada Pemilu 2024. Namun, penelitian ini tidak bertujuan untuk sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi tersebut. Sebagai gantinya, subpopulasi dipilih untuk menggali pemahaman awal tentang pengaruh kampanye politik melalui media sosial terhadap kelompok tertentu dari Generasi Z. Subpopulasi ini dipersempit menjadi 120 orang anggota organisasi pergerakan mahasiswa di Untirta, yaitu Untirta Movement Community. Menurut Sugiyono (2017: 81), sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan kriteria Arikunto (2017: 173), jika populasi lebih dari 100, maka dapat diambil 10-25% sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, sebanyak 30 orang (25% dari total populasi) dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan sampel sesuai dengan kriteria, yaitu aktif menggunakan media sosial dan memiliki ketertarikan pada isu politik​.
Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis Google Form, yang dirancang untuk mengumpulkan data secara efisien dan sistematis. Kuesioner terdiri dari 32 butir pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Skala Likert lima poin digunakan untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju responden terhadap setiap pernyataan. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten dan akurat. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen

	Variabel
	Indikator
	Valid
	Tidak Valid

	Kampanye Politik (X1)
	Retorika Politik
	1, 2, 4, 5
	3, 6

	
	Agitasi Politik
	7, 8, 10, 11
	9

	
	Propaganda Politik
	12, 13, 14, 15
	16, 17

	Media Sosial (X2)
	Filter Bubble
	19, 20, 21, 22, 24
	18, 23

	
	Echo Chamber
	26, 27, 28, 30, 31
	25, 29

	Orientasi Politik (Y)
	Orientasi Kognitif
	33, 34, 36, 37
	32, 35

	
	Orientasi Afektif
	39, 40, 41, 43, 44
	38, 42

	
	Orientasi Evaluatif
	46, 47, 49, 50
	45, 48


Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Standar
	Ket.

	Kampanye Politik (X1)

Media Sosial (X2)

Orientasi Politik (Y)
	0,853

0,790

0,872
	0,60

0,60

0,60
	Reliabel

Reliabel

Reliabel

	Total
	0,940
	0,60
	Reliabel


Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansi sosial dan akademisnya dengan topik yang diangkat. Kampus ini menjadi lingkungan yang ideal untuk menggali fenomena politik di kalangan Generasi Z, mengingat responden yang terlibat merupakan mahasiswa yang aktif secara digital dan berpotensi terpapar kampanye politik melalui media sosial. Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap pola interaksi responden dan memverifikasi data yang diperoleh, sehingga dapat memperkuat keakuratan hasil penelitian.
Definisi operasional variabel penelitian mencakup tiga komponen utama. Variabel pertama adalah kampanye politik (X1), yang mencakup aktivitas komunikasi politik yang dilakukan secara terstruktur melalui media sosial dengan indikator retorika politik, agitasi politik, dan propaganda politik. Variabel kedua adalah media sosial (X2), yang mencakup fenomena filter bubble dan echo chamber sebagai bentuk algoritma yang memengaruhi diversitas informasi politik. Variabel ketiga adalah orientasi politik (Y), yang diukur melalui tiga dimensi: orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif​.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu kampanye politik dan media sosial, terhadap variabel dependen, yaitu orientasi politik Generasi Z. Sebelum analisis dilakukan, data diuji melalui uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak atau software SPSS versi 26, yang memungkinkan pengolahan data secara efisien dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan dalam analisis regresi linear berganda. Pengujian ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Pada uji normalitas, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data berdistribusi secara normal sehingga hasil analisis regresi dapat dipercaya. Uji ini dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 untuk semua variabel. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi data tidak menyimpang dari normalitas. Selain itu, grafik P-P Plot menunjukkan sebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal, menguatkan kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Normalitas data ini menjadi syarat fundamental agar model regresi yang digunakan dapat menghasilkan estimasi yang valid.

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen, yang dapat memengaruhi stabilitas model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel kampanye politik (X1) dan media sosial (X2) berada di bawah batas toleransi 10, dengan nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari 0,1. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model, sehingga variabel independen yang digunakan saling mendukung dan memberikan kontribusi unik terhadap variabel dependen.

Tahap terakhir dari uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah varians residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Uji ini dilakukan dengan metode Scatterplot dan uji Glejser. Hasil analisis Scatterplot menunjukkan pola sebaran titik-titik yang acak tanpa pola tertentu, sedangkan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Hasil dari uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi semua persyaratan regresi linear berganda, sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu kampanye politik (X1) dan media sosial (X2), terhadap variabel dependen, yaitu orientasi politik Generasi Z (Y). Uji ini dilengkapi dengan analisis statistik seperti uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R²).

2. Pembahasan

A. Pengaruh Kampanye Politik terhadap Orientasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye politik memberikan pengaruh signifikan terhadap orientasi politik Generasi Z. Dengan nilai t hitung sebesar 14,121 yang lebih besar dari t tabel (3,061) dan signifikansi 0,000, hipotesis (H1) diterima. Sebanyak 71% responden setuju bahwa kampanye politik memengaruhi orientasi politik mereka, yang mencerminkan efektivitas aktor politik dalam memobilisasi opini publik. Sebagai elemen komunikasi politik, kampanye memiliki fungsi strategis untuk menyampaikan pesan, membangun citra, dan menggalang dukungan melalui retorika, propaganda, serta agitasi (Alfiyani, 2018). Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya 17% responden yang ragu-ragu terhadap dampak kampanye politik, menunjukkan bahwa efektivitas kampanye bergantung pada transparansi informasi dan kredibilitas aktor politik (Mufidah, 2017). Sementara jumlah responden yang tidak setuju atau sangat tidak setuju relatif kecil, yaitu sebanyak 12%.

Fenomena ini relevan dengan teori orientasi kognitif, yang menekankan pentingnya pemahaman individu terhadap isu-isu politik. Kampanye politik yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan Generasi Z mengenai kebijakan, partai politik, dan kandidat tertentu. Namun, kampanye yang menggunakan propaganda dan agitasi cenderung memanfaatkan emosi untuk memengaruhi orientasi afektif. Sebagaimana diungkapkan Wahid (2016), strategi ini dapat menciptakan polarisasi sosial, yang meskipun memperkuat loyalitas politik, dapat memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, kualitas dan transparansi kampanye politik menjadi faktor krusial dalam membentuk orientasi politik yang sehat.

B. Pengaruh Media Sosial terhadap Orientasi Politik

Media sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap orientasi politik Generasi Z, dengan nilai t hitung sebesar 8,211 yang lebih besar dari t tabel (3,061) dan signifikansi 0,000, hipotesis (H2) diterima. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa algoritma media sosial sering menampilkan konten politik yang sejalan dengan preferensi mereka, menciptakan fenomena filter bubble dan echo chamber. Algoritma ini memengaruhi pola konsumsi informasi politik, membatasi akses terhadap sudut pandang alternatif, dan memperkuat bias kognitif (Bozdag & Hoven, 2015). Selain itu, jumlah responden yang ragu-ragu relatif kecil (10.3%), sedangkan jumlah responden yang tidak setuju atau sangat tidak setuju cukup signifikan (19.2%). Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden X2 cenderung setuju dengan pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. Namun, ada proporsi yang cukup besar yang tidak setuju atau sangat tidak setuju, dan proporsi yang lebih kecil lagi yang ragu-ragu.

Filter bubble berperan membatasi diversitas informasi politik, yang pada gilirannya memengaruhi orientasi kognitif Generasi Z. Fenomena ini menyebabkan individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Haim et al. (2018). Selain itu, echo chamber memperkuat keyakinan politik melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa (Nguyen, 2020). Efek signifikan dari echo chamber adalah meningkatnya polarisasi politik, yang tidak hanya memengaruhi orientasi afektif, tetapi juga mengurangi kualitas evaluasi politik. Virani et al. (2021) menambahkan bahwa filter bubble dan echo chamber memperburuk bias kognitif, yang dapat menghambat diskusi politik yang inklusif dan konstruktif.

Meskipun demikian, media sosial juga memiliki potensi positif dalam meningkatkan partisipasi politik. Ekspresi politik yang difasilitasi oleh media sosial dapat menjadi jembatan antara penggunaan platform digital dengan partisipasi politik offline, sebagaimana diungkapkan oleh Zuniga et al. (2014). Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis digital yang mencakup literasi media dan algoritma menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam memperkuat demokrasi.

C. Pengaruh Kampanye Politik dan Media Sosial Secara Bersamaan Terhadap Orientasi Politik

Kombinasi antara kampanye politik dan media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap orientasi politik Generasi Z, dengan koefisien determinasi sebesar 91,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk pandangan politik generasi muda. Kampanye politik memberikan konteks substantif mengenai isu-isu politik, sedangkan media sosial berperan sebagai medium yang memperluas jangkauan pesan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2015), media sosial memungkinkan politisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara efisien, sekaligus menciptakan interaksi yang lebih personal.

Efektivitas kampanye politik melalui media sosial sangat bergantung pada kualitas konten yang disampaikan. Fitriana (2018) menegaskan bahwa Generasi Z lebih responsif terhadap pesan yang otentik dan relevan secara emosional daripada retorika formal. Bias algoritmik seperti filter bubble dan echo chamber tetap menjadi tantangan besar, yang menghambat diversitas informasi dan mempersulit evaluasi politik yang objektif (Juditha, 2018; Wisnuhardana, 2018).

Strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan berbasis fakta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Aktor politik harus mendorong diskusi terbuka dan menyediakan informasi yang kredibel untuk memperkuat kepercayaan publik. Literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu Generasi Z memahami cara kerja algoritma media sosial dan dampaknya terhadap pola pikir mereka. Langkah-langkah ini dapat memastikan kampanye politik dan media sosial berkontribusi positif dalam memperkuat partisipasi politik yang sehat dan inklusif.

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye politik dan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap orientasi politik Generasi Z dalam konteks Pemilu 2024. Kampanye politik, melalui retorika, propaganda, dan pesan yang terstruktur, terbukti mampu membentuk opini politik Gen Z, dengan 71% responden menyatakan bahwa kampanye politik memengaruhi preferensi mereka. Namun, kampanye ini juga membawa risiko manipulasi informasi, seperti agitasi politik yang memicu polarisasi dan memengaruhi emosi serta penilaian politik Gen Z.

Media sosial, sebagai platform utama komunikasi politik, juga memainkan peran penting dengan memberikan ruang untuk diskusi politik dan meningkatkan partisipasi. Namun, algoritma media sosial yang menciptakan fenomena filter bubble dan echo chamber sering kali membatasi akses terhadap pandangan alternatif, memperkuat bias, dan meningkatkan polarisasi di kalangan Gen Z. Kendati demikian, potensi media sosial dalam memfasilitasi komunikasi langsung antara elit politik dan masyarakat tetap sangat besar, asalkan informasi yang disampaikan kredibel dan transparan.

Kombinasi antara kampanye politik dan media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap orientasi politik Generasi Z, dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Di satu sisi, kombinasi ini memperkuat kesadaran politik dan partisipasi pemilih muda, tetapi di sisi lain, risiko disinformasi dan polarisasi tetap menjadi tantangan utama. Melihat hal ini, maka strategi komunikasi politik yang berbasis fakta, inklusif, dan mendidik, serta literasi digital yang memadai untuk memastikan Generasi Z dapat menjadi pemilih yang lebih kritis, rasional, dan berkontribusi pada demokrasi yang sehat. Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya mengelola kampanye politik dan media sosial secara etis untuk membangun orientasi politik yang lebih seimbang di kalangan Gen Z.
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